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ISWAN AMIRUDDIN, B111 12 067, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak 
Pidana Pembakaran Yang Mendatangkan Bahaya Bagi Jiwa Orang Lain 
(Studi kasus putusan No.158/Pid.B/2015/ PN.Sgm), di bawah bimbingan 
Bapak Said Karim selaku pembimbing I dan ibu Dara Indrawati selaku 
pembimbing II  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum 
terhadap tindak pidana pembakaran dan apa pertimbangan hukum hakim 
dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembakaran yang mendatangkan 
bahaya bagi jiwa orang lain.  
 
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Sungguminasa dengan memilih instansi 
yang terkait dengan perkara ini yaitu dilaksanakan di Pengadilan Negeri 
Sungguminasa. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode 
Kepustakaan dan Metode Wawancara kemudian data yang diperoleh 
dianalisis secara kualitatif.  
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) dalam putusan yang dijatuhkan oleh 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa nomor perkara nomor : 
158/Pid.B/2015/PN.Sgm yang menyatakan Bahwa terdakwa Rustam Dg. 
Rate Bin Rauf, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana dengan sengaja menimbulkan kebakaran. Perbuatan terdakwa 
didakwa melakukan suatu tindakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 
187 ayat (2) KUHP. Maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) 
tahun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (2) 
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana 
pembakaran yang mendatangkan bahaya bagi jiwa orang lain dalam perkara 
ini; dakwaan penuntut umum, barang bukti, keterangan saksi-saksi, 
keterangan terdakwa. Selain pertimbangan tersebut, berdasarkan fakta-fakta 
yang diperoleh selama proses persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat 












Iswan Amiruddin, B111 12 067, Review of Juridical Against Crime Arson 
That Brings Danger For Life of Others (Case Study decision 158 / Pid.B / 
2015 / PN.Sgm), under the guidance of Mr. Said Karim as a mentor I and 
mother Dara Indrawati as a mentor II 
 
This study aims to determine how the application of the law against criminal 
acts of arson and what legal considerations in decisions judge the crime of 
arson that bring danger to the lives of others. 
 
This research was conducted in the City Sungguminasa with select 
institutions associated with this case that is held in the District Court 
Sungguminasa. Data collection method used is the method of literature and 
interview method and then the data were analyzed qualitatively. 
 
The results showed that (1) the decision handed down by the Panel of 
Judges of the District Court case number Sungguminasa number: 158 / Pid.B 
/ 2015 / PN.Sgm stating that the defendant Rustam Dg. Rate Bin Rauf, 
proven legally and convincingly guilty of committing a criminal offense to 
deliberately cause a fire. Defendant charged with a criminal offense under 
Article 187 paragraph (2) Criminal Code. Defendant sentenced to 
imprisonment for six (6) years in accordance with the statutory provisions in 
force. (2) Consideration of judges in decisions on criminal acts that bring fire 
danger to the lives of others in this case; indictment the prosecutor, evidence, 
witnesses, testimony of the defendant. In addition to these considerations, 
based on facts obtained during the trial there are things that can be used as a 
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A. Latar Belakang Masalah 
     Setiap warga negara wajib “menjunjung hukum”. Dalam kenyataan sehari-
hari, warga negara yang lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya 
sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut 
“melanggar hukum” karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan 
hukum. 
Pada prinsipnya, pembinaan dan penegakan hukum di Indonesia tidaklah 
semudah membaca dan menerima bahan atau konsep yang terkandung atau 
yang termuat dalam perundang-undangan. Menegakkan hukum dan 
memberantas kejahatan tidaklah cukup berdasarkan hukum saja, tetapi juga 
harus ditinjau dari aspek budaya, moral, agama, bahkan para sarjana hukum 
berpendapat bahwa pidana adalah obat terakhir atau pemidanaan terakhir. 
Kejahatan merupakan kelakuan yang bersifat tidak susila, merugikan dan 
menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat 
tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan 
penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja 
diberikan karena kelakuan tersebut. 
2 
Pembakaran merupakan proses atau cara perbuatan membakar 
sesuatu yang dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja. 
Pembakaran itu sendiri bisa digolongkan sebagai bencana alam atau 
bencana yang disebabkan oleh manusia. Bahaya Pembakaran dapat terjadi 
setiap saat, karena banyak peluang yang dapat memicu terjadinya 
pembakaran.  
Mendatangkan bahaya bagi jiwa orang lain yang dimaksud yaitu dimana 
kejahatan yang dilakukan menimbulkan bahaya jiwa orang yang ada 
disekitarnya. 
Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik 
untuk mengkaji lebih dalam tentang penerapan hukum dan pertimbangan 
hukum hakim terhadap tindak pidana yang sangat jarang terjadi ini. Untuk itu 
penulis mengangkat skiripsi dengan judul: Tinjauan Yuridis Terhadap 
Tindak Pidana Pembakaran Yang Mendatangkan Bahaya Bagi Jiwa 






B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah 
di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana    
Pembakar yang mendatangkan bahaya bagi jiwa orang lain (Studi kasus 
putusan No.158/Pid.B/2015/PN.Sgm) ? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan  pidana 
terhadap pelaku pembakar yang mendatangkan bahaya bagi jiwa orang 
lain pada Putusan No.158/Pid.B/2015/PN.Sgm? 
C.  Tujuan dan kegunaan penelitian 
Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian 
ini yang bisa kami gambarkan adalah: 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak 
pidana dengan sengaja membakar yang mendatangkan bahaya bagi 
jiwa orang lain (Studi kasus putusan No.158/Pid.B/2015/PN.Sgm).  
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 




Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka kegunaan penelitian ini adalah: 
1. Memberi sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan Hukum 
Pidana . 
 
2. Sebagai literatur tambahan yang membahas tentang tindak pidana 















A. Pengertian Tinjauan Yuridis 
Tinjauan yuridis yang dimaksud adalah tinjauan dari segi hukum, 
sedangkan hukum yang penulis kaji disini adalah hukum menurut ketentuan 
pidana materil. Khusus dalam tulisan ini pengertian tinjauan yuridis yaitu 
suatu kajian yang membahas mengenai tindak pidana apa yang terjadi, siapa 
pelakunya, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, pertangggungjawaban 
pidana serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana. 
B.Tinjauan Umum Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana  
Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
(KUHP) dikenal dengan istilah stratbaar feit dan dalam kepustakaan tentang 
hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat 
undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah 
peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.  
Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu 
pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan 
kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.  
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Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-
peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana 
haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk 
dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan 
masyarakat.1 
Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu 
Moeljatno,  yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut 
istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah: 
”Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana 
disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang 
siapa melanggar larangan tersebut.”   
Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak 
pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana 
senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar 
suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang 
disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada 
perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada 
orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. 
                                                          




Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan 
hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang 
tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan 
tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai 
hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang 
menimbulkan  kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.  
Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Bambang 
Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan 
lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut: 
 “Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu 
aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa 
yang melanggar larangan tersebut.”       
Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum 
pidana” dimaksudkan  akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang 
masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak 
tertulis, Bambang Poernomo juga berpendapat mengenai kesimpulan dari 
perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukan sifat perbuatan 
terlarang dengan diancam pidana.2   
                                                          
2 Ibid, hal 130. 
8 
Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, 
maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan 
bahasa dari istilah asing stafbaar feit namun belum jelas apakah disamping 
mengalihkan bahasa dari istilah sratfbaar feit dimaksudkan untuk 
mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar 
kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian 
istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan 
pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat 
juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukan pengertian perbuatan 
melanggar morma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan 
hakim agar dijatuhi pidana.3  
Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam 
menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas 
dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah 
dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu 
perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas 
legalitas (Principle of legality) asas yang menentukan bahwa tidak ada 
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan 
terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam 
                                                          
3 Diktat Kuliah Asas-asas Hukum Pidana. 
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bahasa latin sebagai Nullum delictum nulla poena sine praevia lege  (tidak 
ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal 
dari von feurbach, sarjana hukum pidana Jerman.  
Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu: 
1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau 
hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-
undang. 
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan 
analogi. 
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. 
Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang 
dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk 
adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang 
menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaan. Dikatakan 
bahwa kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) adalah bentuk-bentuk 
kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (schuld) yang dapat 
menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang 
tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum 
sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan 
segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan 
bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana 
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yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi 
hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.4   
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Dalam kita menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-
unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan 
sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan 
sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana 
yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada 
umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur 
subjektif dan unsur objektif.     
Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku 
atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya 
yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur 
objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-
keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si 
pelaku itu harus di lakukan.5  
 
 
                                                          
4 Kartonegoro, Op.Cit, hal 156. 




a. Unsur-unsur subjektif dari suatu Tindak Pidana itu adalah: 
1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau Culpa); 
2) Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti 
yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP; 
3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 
misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, 
pemerasan, pemalsuan dan lain-lain; 
4) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang 
terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; 
5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak 
pidana  menurut Pasal 308 KUHP. 
b.    Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah: 
1) Sifat melanggar hukum atau wederrechtelicjkheid; 
2) Kualitas dari si pelaku, misalnya kedaan sebagai seorang pegawai 
negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau 
keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan 
Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. 
3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai 
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. 
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Seorang ahli hukum yaitu Simons merumuskan unsur-unsur tindak 
pidana sebagai berikut6 :   
1. Diancam dengan pidana oleh hukum 
2. Bertentangan dengan hukum 
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah  
4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya. 
3. Jenis-jenis Tindak Pidana 
Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu 
sebagai berikut :  
a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (misdrijven) 
dimuat dalam buku II dan pelanggaran (overtredingen) dimuat dalam 
buku III.  
b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil 
(formeel delicten) dan tindak pidana materiil (materieel delicten).  
c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana 
sengaja (doleus delicten) dan tindak pidana tidak dengan sengaja 
(culpose delicten).  
d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak 
pidana pidana aktif atau positif dapat juga disebut tindak pidana komisi 
                                                          
6 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana; Jakarta, PT. Rineka Cipta, Tahun 2004,  
   Hal 88. 
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(delictacommissionis) dan tindak pidana pasif atau negatif, disebut 
juga tindak pidana omisi (delicta omissionis).  
e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan 
antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam 
waktu lama atau berlangsung terus.  
f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum 
dan tindak pidana khusus.  
g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak 
pidana communia (delicta communia) yang dapat dilakukan siapa saja, 
dan tindak pidana (propria) dapat dilakukan hanya oleh orang yang 
memiliki kualitas pribadi tertentu.  
h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka 
dibedakan antara tindak pidana biasa (gewone delicten) dan tindak 
pidana aduan (klacht delicten).  
i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat 
dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (eenvoudige delicten), 
tindak pidana yang diperberat (gequalificeerde delicten) dan tindak 
pidana yang diperingan (gepriviligieerde delicten).  
j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana 
tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang 
dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap 
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harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama 
baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.  
k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, 
dibedakan antara tindak pidana tunggal (enkelvoudige delicten) dan 
tindak pidana berangkai (samengestelde dlicten).7 
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembakaran 
1.  Pengertian Tindak Pidana Pembakaran 
Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai kebakaran, terdapat 
2 (dua) sudut pandang yang harus diperhatikan, yakni menurut pengertian 
Kamus Besar Bahasa Indonesia dan menurut pengertian yuridis, 
penjelasannya adalah sebagai berikut : 
a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia          
    Pembakar adalah 1 yang membakar,2 alat untuk membakar 
           Pembakaran adalah proses,cara ,perbuatan membakar  
 Kebakaran adalah peristiwa terbakaranya 
sesuatu(rumah,hutan,dsb):~hutan sering terjadi dimusim 
                                                          
7 Adami Chazawi, op.cit., hlm. 82. 
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kemarau,terbakar, menderita karena terbakar itu ia tidak mempunyai 
tempat berteduh dan bahaya api8 
          Jadi pembakaran adalah proses atau cara suatu nyala api, baik 
kecil atau besar pada tempat, situasi dan waktu yang tidak kita 
kehendaki, merugikan dan sukar dikendalikan.  
b. Menurut Pengertian Yuridis 
Pengertian tindak pidana pembakaran adalah dengan melihat dari 
segi hukum sampai saat ini belum ada, kecuali yang dirumuskan 
dalam KUHP. Rumusan kebakaran dalam KUHP bukanlah suatu 
defenisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu 
perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai Tindak Pidana 
Kebakaran dan pelakunya dapat dipidana. 
Pembakaran menurut Pasal 187 KUHP yang dirumuskan sebagai 
berikut :  
“Barangsiapa dengan sengaja membakar,menjadikan letusan atau 
mengakibatkan kebanjiran, dihukum: 
1. Penjara selama-lamanya dua belas tahun,jika perbuatan itu 
dapat mendatangkan bahaya bagi umum dan barang 
 
2. Penjara selama-lamanya lima belas tahun,jika 
perbuatannya itu dapat mendatangkan bahaya maut bagi 
orang 
                                                          
8Pengertian pembakaran KBBI Hal 121-122 
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3. Penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-
lamanya dua puluh tahun,jika perbuatannya itu dapat 
mendatangkan bahaya maut bagi orang dan orang mati 
akibat perbuatan itu (KUHPidana 35,164,165,187 ter. 
206,336,338,382,410,496).9 
 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembakaran 
Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa tindak pidana pembakaran 
merupakan salah satu kejahatan dan pelanggaran mengenai membahayakan 
keadaan yang tertuang dalam KUHPidana.10  Unsur “bahaya” dalam pasal 
187 KUHPidana tersebut tidak boleh dipandang secara subjektif, melainkan 
harus dipandang secara objektif. Dimana dalam hal ini si pelaku melakukan 
perbuatan “bahaya” tidaklah menjadi masalah apakah si pelaku 
mengganggap adanya “bahaya” atau tidak, melainkan akibat yang 
ditimbulkan dari perbuatan “bahaya” tersebut. “Bahaya” ini juga sudah 
dianggap ada meski nyatanya hal-hal yang baru kemudian datang, tanpa 
disangka sebelumnya, dan yang turut menyebabkan datangnya malapetaka 
itu. 
Sedangkan tindak pidana yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu 
tindak pidana yang tertuang dalam Pasal 187 KUHPidana yang ditentukan 
Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, 
diancam:  
1) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karenanya 
menimbulkan bahaya umum bagi barang;  
                                                          
9 KUHPidana R.SOESILO Hal 153 
10 Wirjono Prodjodikoro Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia, 2003 Hal 133 
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2) Dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karenanya 
menimbulkan bahaya nyawa orang lain;  
3) Dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu 
paling lama dua puluh tahun, jika karnenya menimbukan bahaya 




Adapun unsur-unsur tindak pidana pembakaran, yaitu:  
1. Barangsiapa Unsur “barangsiapa” disini adalah siapa saja yang 
merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban 
yang mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari pada 
perbuatan hukum.  
2. Dengan sengaja membakar Bahwa unsur “dengan sengaja 
membakar” adalah adanya nilai/rencana yang dilakukan untuk 
membakar (menjadikan api dari suatu barang) sesuai dengan 
keinginan pelaku.  
3. Mendatangkan bahaya bagi jiwa orang lain “Bahaya bagi jiwa orang 
lain” adalah bahwa kejahatan yang dilakukan mengancam bahaya 





  D. Pidana dan Pemidanaan 
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan 
       Pengertian Pidana 
Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang pada dasarnya dapat 
dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikena-
kan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan 
suatu tindak pidana.11 
Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia membedakan istilah 
hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah 
straf. 
 Istilah hukuman adalah istilah umum yang diper-gunakan untuk semua 
jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan 
pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi 
yang berkaitan dengan hukum pidana. 
 
         Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum 
yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan 
penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini 
                                                          
11  Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 
2005, hal. 1 
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pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum 
yang lainnya.12  
Menurut Satochid Kartanegara,13 bahwa hukuman (pidana) itu bersifat 
siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan 
kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh 
undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan 
keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat 
yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman 
(pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap 
norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan 
pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang dilindungi oleh 
undang-undang hukum pidana.  
Kepentingan hukum yang akan dilindungi itu adalah sebagai berikut: 
1.  Jiwa manusia (leven) 
2.  Keutuhan tubuh manusia (lyf) 
3.  Kehormatan seseorang (eer) 
4.  Kesusilaan (zede) 
                                                          
12 J.M. van Bemmelen, Hukum Pidana 1 Hukum Pidana material bagian umum, Bandung: 
Binacipta, 1987, hal. 17. 
13 Satochid Kartanegara, Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II, disusun oleh 
Mahasiswa PTIK Angkatan V, Tahun 1954-1955, hal. 275-276. 
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5.  Kemerdekaan pribadi (persoonlyke vryheid) 
6.  Harta benda/kekayaan (vermogen) 
2. Pengertian Pemidanaan 
Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan 
hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan 
(rechtsdelict)  maupun pelanggaran (wetsdelict). 
1. Kejahatan(rechtsdelict) 
Orang baru menyadari hal tersebut merupakan tindak pidana karena 
perbuatan tersebut tercantum dalam undang-undang, istilahnya 
disebut wetsdelict (delik undang-undang ). Dimuat dalam buku III 
KUHP Pasal 489 sampai dengan Pasal 569. Contoh pencurian (Pasal 
362 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), perkosaan (Pasal 285 
KUHP) 
2. Pelanggaran (wetsdelict) 
Meskipun perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam undang-undang 
menjadi tindak pidana tetapi orang tetap menyadari perbuatan tersebut 
adalah kejahatan dan patut dipidana, istilahnya disebut rechtsdelict 
(delik hukum). Dimuat didalam buku II KUHP Pasal 104 sampai 
dengan Pasal 488. Contoh mabuk ditempat umum (Pasal 492 
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KUHP/536 KUHP), berjalan diatas tanah yang oleh pemiliknya dengan 
cara jelas dilarang memasukinya (Pasal 551 KUHP).14 
 
3. Teori dan Tujuan Pemidanaan 
1.  Teori Pemidanaan 
a. Teori Pembalasan atau teori Imbalan (Vergfalden) atau teori Absolut 
(Vergeldingstheorieen). 
Teori ini membenarkan pemidanaan karena seseorang telah 
melakukan suatu tindak pidana, maka terhadap pelaku pidana mutlak 
harus diadakan pembalasan berupa pidana dengan tidak 
mempersoalkan akibat pemidanaan bagi terpidana. 
b. Teori Relatieve (Nisbi) atau teori Tujuan (Doeltheorieen) 
Teori tujuan membenarkan pemidanaan (rechtsvaardigen), pada 
tujuan pemidanaan, yakni untuk mencegah terjadinya kejahatan (ne 
peccetur). Dengan adanya ancaman pidana dimaksudkan untuk 










c. Teori Gabungan (Verenigings-theorieen). 
Teori ini mendasarkan pemidanaan pada perpaduan antara teori 
pembalasan dengan teori tujuan, karena kedua teori tersebut bila 
berdiri sendiri-sendiri, masing-masing mempunyai kelemahan. 
d. Teori Negatif (Negativime). 
Teori ini dipelopori oleh Hazelwinkel-Suringa mengatakan, bahwa 
kejahatan tidak boleh dilawan, dan musuh jangan dibenci karena 
hanya Tuhan yang paling berhak untuk mempidana pada mahluk-
mahluknya. 
George B Volt15 menyebutkan teori adalah bagian dari suatu 
penjelasan yang yang muncul manakala seseorang dihadapkan pada 
suatu gejala yang tidak dimengerti. Artinya teori bukan saja sesuatu 
yang penting tetapi lebih dari itu karena di sangat dibutuhkan dalam 
rangka mencari jawaban akademis 
Teori Tujuan pemidanaan dalam leteratur disebutkan berbeda-beda 
namun secara subtansi sama. Teori-teori tujuan pemidanaan tersebut 
pada umumnya ada 3 (tiga) teori yang sering di gunakan dalam 
mengkaji tentang tujuan permidanaan yaitu: 
 Teori Retributif (absolute) 
 Teori Relatif (Teori Tujuan) 
 Teori integrative (gabungan) 
                                                          
15 yusriantokadir.files.wordpress.com/ 
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2. Tujuan Pemidanaan 
     Herbert L. Packer menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual 
yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama 
lain,yakni ; 
1. Pandangan Retributif (Retributive View) 
Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran 
negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga 
masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemindanaan hanya 
sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar 
tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan 
bersifat melihat ke belakang (backward-looking). 
2. Pandangan utilitarian (utilitarian view). Pandangan untilitarian melihat 
pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat 
adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan 
dijatuhkannya pidana itu. 
Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap 
atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga 
dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan 
melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan 
berorientasi ke depan (forward-looking) dan sekaligus mempunyai sifat 
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pencegahan(detterence).16 
Tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (prevention) dan retribusi 
(retribution). Dasar retribusi dalam just desert model menganggap 
bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh 
mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, 
sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-
tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan 
kejahatan. 
 
E. Tinjauan Umum Terhadap Putusan Hakim  
1. Pengertian Putusan Hakim  
Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah “putusan 
pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan 
adanya “putusan hakim”diharapkan para pihak dalam perkara pidana 
khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang 
statusnya dan sekaligus dapat memersiapkan langkah berikutnya, yaitu 
menerima putusan, melakukan upaya hukum banding atau kasasi, 
melakukan grasi, dan sebagainya. Pengertian “Putusan Pengadilan” menurut 
Leden Marpaung adalah:17  
                                                          
16 Ibid, hlm. 10. 
17 Lilik Mulyadi, 2007, Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya, PT  
Alumni, Bandung, hal. 202. 
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 “Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah         
dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat   
berbentuk tertulis maupun lisan.” 
            Bab I angka 11 KUHAP menyebutkan “Putusan Pengadilan” 
adalah:  
“Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka 
yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan 
hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” 
  
Pengertian “Putusan Pengadilan” menurut Lilik Mulyadi ditinjau dari visi 
teoretik dan praktik adalah :18 
“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam 
persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan 
proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar 
pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat 
dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.” 
 
 
2. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim  
 
1. Putusan Bebas (Vrijspraak)  
 
Secara teoretik, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa 
Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan “Vrijspraak”, 
sedangkan dalam rumpun Anglo-Saxon disebut putusan “Acquittal”. 
Pada dasarnya, esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa 
dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa atau 
Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Putusan bebas dijatuhkan oleh 
                                                          
18Ibid, hal. 203.  
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Majelis Hakim oleh karena dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, 
kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak 
terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Akan tetapi, 
menurut penjelasan Pasal demi Pasal atas Pasal 191 (1) KUHAP 
menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang 
didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak 
cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan 
menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. 
Secara yuridisdapat disebutkan bahwa putusan bebas apabila Majelis 
Hakim setelah memeriksa pokok perkara dan bermusyawarah 
beranggapan bahwa :19  
1. Ketiadaan alat bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktian 
menurut Undang-Undang secara negatif(negatieve wettelijke bewijs 
theorie)sebagaimana dianut dalam KUHAP. Jadi, pada prinsipnya 
Majelis Hakim dalam persidangan tidak cukup membuktikan tentang 
kesalahan terdakwa serta hakim tidak yakin terhadap kesalahan 
tersebut.  
2. Majelis Hakim berpandangan terhadap asas minimum pembuktian 
yang ditetapkan oleh Undang-Undang telah terpenuhi, tetapi Majelis 
Hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa. 
 
                                                          
19 Ibid, hal. 218. 
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2. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (Onslag van alle 
Rechtsvervolging)  
  
Ketentuan Pasal 191 (2) KUHAP mengatur secara eksplisit 
tentang putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (Onslag van 
alle Rechtsvervolging). Pada Pasal tersebut di atas, putusan 
pelepasan dari segala tuntutan hukum dirumuskan dengan 
redaksional bahwa :  
“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang 
didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak 
merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas 
dari segala tuntutan hukum.”  
 
Dengan demikian bahwa titik tolak ketentuan Pasal 191 (2) 
KUHAP ditarik suatu konklusi dasar bahwa pada putusan pelepasan, 
tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa atau Penuntut Umum 
memang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi 
terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukan 
terdakwa bukan merupakan “perbuatan pidana". 
3. Putusan Pemidanaan ( Veroordeling )                                
Putusan pemidanaan atau “Veroordeling” pada dasarnya diatur 
dalam Pasal 193 (1) KUHAP dengan redaksional bahwa :  
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“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah 
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka 
pengadilan menjatuhkan pidana.” 
Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim telah 
yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di 
persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana 
dalam surat dakwaan. Hakim tidak melanggar ketentuan Pasal 183 
KUHAP. Selain itu, jika dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, 
terdakwa tidak dilakukan penahanan, maka dapat diperintahkan 
Majelis Hakim supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila tindak 
pidana yang dilakukan itu diancam dengan pidana penjara lima 
Tahun atau lebih, atau apabila tindak pidana itu termasuk yang diatur 
dalam ketentuan Pasal 21 (4) huruf b KUHAP dan terdapat cukup 
alasan untuk itu. Dalam aspek terdakwa dilakukan suatu penahanan, 
pengadilan dapat menetapkan terdakwa tersebut tetap berada dalam 
tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat cukup alasan untuk 





3. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan  
a. Pertimbangan Yuridis  
Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, terlebih 
putusan bebas (vrijspraak), hakim harus benar-benar menghayati arti 
amanah dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan 
fungsi dan kewenangannya masing-masing.  
Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa :20 
“Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan 
pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang dapat 
menunjukkan perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan 
sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut 
umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar 
atau diktum putusan hakim”. 
  
Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah pendapat atau 
alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang 
menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik peradilan pada 
putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim 
terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul 
dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan saksi, keterangan 
terdakwa, dan barang bukti. 
 
                                                          
20 Lilik Mulyadi, 2007, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana; Teori, Praktik, Teknik 
Penyusunan,dan Permasalahannya, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 193. 
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Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat 
dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni :21  
“Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang 
didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam 
persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal 
yang harus dimuat di dalam putusan.Pertimbangan 
nonyuridisdapat dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat 
perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama 
terdakwa.”  
 
Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan berorientasi dari lokasi 
kejadian (locus delicti), waktu kejadian (tempus delicti), dan modus 
operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, 
harus diperhatikan akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan 
terdakwa, barang bukti yang digunakan, dan terdakwa dapat 
mempertanggung jawabkan perbuatannya atau tidak. Setelah fakta-
fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah putusan hakim 
mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh 
penuntut umum yang sebelumnya telah dipertimbangkan korelasi 
antara fakta-fakta, tindak pidana yang didakwakan, dan unsur-unsur 
kesalahan terdakwa. Setelah itu, majelis mempertimbangkan dan 
meneliti apakah terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana 
yang didakwakan dan terbukti secara sah meyakinkan menurut 
hukum. Pertimbangan yuridis dari tindak pidana yang didakwakan 
harus menguasai aspek teoretik, pandangan doktrin, yurisprudensi, 
                                                          
21 Ibid, hal. 194. 
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dan posisi kasus yang ditangani kemudian secara limitatif ditetapkan 
pendiriannya. 
Menurut Lilik Mulyadi setelah diuraikan mengenai unsur-unsur 
tindak pidana yang didakwakan, ada tiga bentuk tanggapan dan 
pertimbangan hakim, antara lain :22  
1. Ada majelis hakim yang menanggapi dan 
mempertimbangkan secara detail, terperinci, dan 
substansial terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum 
dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.  
2. Ada majelis hakim yang menanggapi dan 
mempertimbangkan secara selintas terhadap tuntutan 
pidana dari penuntut umum dan pledoi terdakwa atau 
penasihat hukum.  
3. Ada majelis hakim yang sama sekali tidak menanggapi 
dan mempertimbangkan terhadap tuntutan pidana dari 
penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat 
hukum. 
Dalam putusan hakim, harus juga memuat hal-hal apa saja yang dapat 
meringankan atau memberatkan terdakwa selama persidangan berlangsung. 
Hal-hal yang memberatkan adalah terdakwa tidak jujur, terdakwa tidak 
                                                          
22 Lilik Mulyadi, 2007, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana; Teori, Praktik, Teknik 
Penyusunan,dan Permasalahannya, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 196. 
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mendukung program pemerintah, terdakwa sudah pernah dipidana 
sebelumnya, dan lain sebagainya.Hal-hal yang bersifat meringankan adalah 
terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa bersikap baik selama 
persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa masih muda, dan 
lain sebagainya.  
b. Pertimbangan Sosiologis  
      Kehendak rakyat Indonesia dalam penegakan hukum ini tertuang 
dalam Pasal 27 (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang rumusannya :  
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan 
tidak ada kecualinya”.  
Sebagai upaya pemenuhan yang menjadi kehendak rakyat ini, maka 
dikeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang salah satunya 
adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman dengan tujuan agar penegakan hukum di negara ini dapat 
terpenuhi. Salah satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
yang berkaitan dengan masalah ini adalah :  
Hakim sebagai penegak hukum menurut Pasal 5 (1) Undang-Undang No. 
48 Tahun 2009 bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami 
nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. 
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Dalam penjelasan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa ketentuan ini dimaksudkan agar 
putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Jadi, 
hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di 
kalangan rakyat sehingga dia harus turun langsung ke tengah-tengah 
masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan 
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.Dengan demikian, 
hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa 
keadilan masyarakat.  
Berkaitan dengan hal tersebut, dikalangan praktisi hukum terdapat 
kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar 
sebagai pranata hukum belaka yang penuh dengan muatan normatif dan 
diikuti dengan sejumlah asasasas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan 
normatif Dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (normatif), 
pengadilan cenderung dibebani tanggung jawab yang teramat berat dan 
nyaris tidak terwujudkan.  
Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim 
dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara adalah :  
1. Memperhatikan sumber hukum tertulis dan nilai-nilai yang hidup 
dalam masyarakat.  
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2. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-
nilai yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan 
terdakwa.  
3. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, 
peranan korban.   
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut 
berlaku atau diterapkan.  
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa 
yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. 
Penjatuhan putusan apapun bentuknya akan berpengaruh besar bagi 
pelaku, masyarakat, dan hukum itu sendiri.Oleh karena itu, semakin besar 
dan banyak pertimbangan hakim, maka akan semakin mendekati keputusan 
yang rasional dan dapat diterima oleh semua pihak. Selain itu, harus juga 
diperhatikan sistem pembuktian yang dipakai di Indonesia, yakni hakim harus 
berusaha untuk menetapkan hukuman yang dirasakan oleh masyarakat dan 
oleh terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil.  
Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memperhatikan hal-hal 
sebagai berikut :  
a. Sifat tindak pidana (apakah itu suatu tindak pidana yang berat atau   
ringan).  
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b. Ancaman hukuman tehadap tindak pidana itu.  
c. Keadaan dan suasana waktu melakukan tindak pidana tersebut (yang 
memberatkan atau meringankan).  
d. Pribadi terdakwa yang menunjukkan apakah dia seorang penjahat 
yang telah berulang-ulang dihukum atau seorang penjahat untuk satu 
kali ini saja; atau apakah dia seorang yang masih muda ataupun 
seorang yang telah berusia tinggi.  
e. Sebab-sebab untuk melakukan tindak pidana.  
f. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara (apakah dia menyesal 
tentang kesalahannya atau dengan keras menyangkal, meskipun telah 
ada bukti yang cukup akan kesalahannya).  
g. Kepentingan umum.  
c. Pertimbangan Subjektif  
Perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh Undang-
Undang.Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau 
beberapa orang).Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan 
yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan agar dapat 
dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi 
adalah sebagai berikut :  
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1. Harus ada perbuatan, memang benar ada suatu kegiatan yang 
dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan ini terlihat 
sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain 
sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.  
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam 
ketentuan hukum. Artinya, perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum 
yang memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. 
Pelakunya benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan pelau 
wajib mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari 
perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini, hendaknya dapat 
dibedakan bahwa ada perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan dan 
pelaku pun tidak perlu mempertanggungjawabkan. Perbuatan yang 
tidak dipersalahkan itu dapat disebabkan karena dilakukan oleh 
seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela 
diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatan dan 
dalam keadaan darurat.  
3. Harus terjadi adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. 
Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang 
tersebut dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan 
oleh ketentuan hukum.  
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4. Harus melawan hukum, artinya suatu perbuatan yang berlawanan 
dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata atau jelas 
bertentangan dengan aturan hukum.  
5. Harus tersedia ancaman hukumnya, kalau ada ketentuanketentuan 
yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu 
perbuatan tertentu dan ketentuan itu memuat sanksi ancaman 
hukumannya. Ancaman hukuman tersebut dinyatakan secara tegas 
berupa maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh pelaku. 
Apabila dalam suatu ketentuan tidak dimuat ancaman hukuman 
terhadap suatu perbuatan tertentu dalam tindak pidana, maka pelaku 












                               METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian  
Adapun lokasi penelitian yang penulis pilih dalam menunjang 
pengumpulan data adalah Pengadilan Negeri Sungguminasa. Alasan penulis 
memilih tempat tersebut karena kasus pembakaran, yang dapat 
mendatangkan bahaya bagi jiwa orang lain diputus oleh Pengadilan Negeri 
Sungguminasa dengan putusan Nomor: 158/Pid.B/2015/PN.Sgm. Pelaku 
pembakaran bernama Rustam Dg. Rate Bin Rauf 
B. Jenis dan Sumber Data 
     Data yang diperlukan dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan 
dan tujuan penelitian, dibagi kedalam dua jenis data yaitu:  
1. Data Primer  
    Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung 
dengan pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan penelitian ini yaitu 
pelaku pembakaran serta hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang 




2. Data Sekunder  
    Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan laporan dan 
dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta mempunyai hubungan erat 
dengan masalah yang dibahas dalam penulisan penelitian. 
C. Teknik Pengumpulan Data  
Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menemukan dan 
mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi di 
masyarakat. Dengan demikian karya ilmiah tersebut dapat di 
pertanggungjawabkan secara ilmiah. Sebagai tindak lanjut dalam 
memperoleh data-data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis 
melakukan teknik pengumpulan data yang berupa: 
1. Penelitian Pustaka (library research)  
Dalam penelitian ini penulis memperoleh data melalui jalan membaca 
berbagai buku, jurnal ilmiah dan literatur lainnya yang mempunyai keterkaitan 
dengan materi pembahasan.  
2.   Penelitian Lapangan (field research)  
Pada bagian ini penulis mengadakan pengumpulan data dengan cara 
berinteraksi langsung dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini melakukan 
teknik Interview (wawancara) yakni penelitian melakukan tanya jawab secara 
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langsung terhadap pelaku serta hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa  
yang telah memutus perkara ini 
D. Analisis data 
     Agar pengolahan data primer dan data sekunder seperti yang tersebut di 
atas dapat menjadi sebuah karya ilmiah yang terpadu dan sistematis 
diperlukan suatu sistem analisis data yang dikenal dengan cara 
menyesuaikan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai yang 
dilakukan Rustam Dg. Rate Bin Rauf dalam tindak pidana kebakaran. Hasil 
wawancara atau studi kepustakaan kemudian diolah dan dianalisis secara 











HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Penerapan hukum terhadap tindak pidana pembakaran yang 
mendatangkan bahaya bagi jiwa orang lain 
Putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa berdasarkan kualitas 
kesalahan dengan melihat latar belakang dari pada tindak pidana tersebut 
dimana sanksi yang telah dijatuhkan telah sesuai Pasal 187 ayat (1),(2) dan 
Pasal 406 ayat (1) KUHP. 
Proses pemidanaan dalam kasus tindak pidana pembakaran yang 
mendatangkan bahaya bagi jiwa orang lain yang teliti dalam Putusan Nomor: 
158/Pid.B/2015/PN.Sgm adalah sebagai berikut : 
1. Posisi Kasus 
Terdakwa RUSTAM DG. RATE BIN RAUF, pada hari Rabu Tanggal 
08 bulan April tahun 2015, sekitar pukul 19.00 WITA atau setidak-tidaknya 
pada waktu lain masih dalam tahun 2015, bertempat di Dusun Jonjo, Desa 
Jonjo Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa atau setidak-tidaknya pada suatu 
tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, 
dengan sengaja menimbulkan kebakaran,ledakan atau banjir,menimbulkan 
bahaya bagi jiwa orang lain. 
 
Awalnya terjadi pertengkaran antar terdakwa dengan istrinya yaitu 
saksi Irma Dg. Bulang dimana pada saat itu terdakwa sempat mengancam 
saksi Irma Dg. Bulang dengan menggunakan badik dan mengatakan “tidak 
lama ada orang saksi panraki (rusaki)”, setelah cekcok kemudian saksi Irma 
Dg. Bulang pergi meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa melampiaskan 
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kemarahannya kepada mertuanya, terdakwa masuk kedalam rumah saksi 
Irma Dg. Bulang kemudian mengunci pintu dari dalam dan terdakwa 
mematikan kilometer listrik, setelah itu terdakwa mengambil celana milik anak 
terdakwa lalu membakaranya dikompor gas didalam rumah, kemudian celana 
yang sudah terbakar tersebut terdakwa letakkan diatas kasur spring bed milik 
saksi Irma Dg. Bulang, seletah kasur spring bed tersebut terbakar, terdakwa 
keluar rumah, tidak lama kemudian terdakwa mendengar teriakan saksi Dg. 
Bau Binti Gesseng “NA BAKARKI RUMAHKU DG. RATE” sehingga terdakwa 
melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. Bahwa api yang 
membakar rumah saksi Irma Dg. Bulang merembet dengan cepat ke rumah 
saksi Dg. Bau Binti Gesseng yang merupakan ibu kandung saksi Irma 
Dg.Bulang dan membakar sebagian rumah saksi Dg. Bau Binti Gesseng. 
Bahwa rumah milik saksi Irma Dg. Bulang yang dibakar oleh terdakwa 
merupakan peninggalan dari suami terdahulu saksi Irma Dg. Bulang adalah 
rumah permanen dan berlantai keramik beratapkan seng dan bertentangga 
dengan rumah saksi Dg. Bau Binti Gesseng yang juga merupakan rumah 
permanen dan berlantai keramik beratapkan seng. Rumah saksi Irma Dg. 
Bulang berada di area pemukiman penduduk. Bahwa barang-barang serta 
perabotan didalam rumah saksi Irma Dg. Bulang yang dibakar oleh terdakwa 
ikut terbakar dan hangus sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. 
 
2. Dakwaan Penuntut Umum 
Adapun terdakwa diajukan kepersidangan oleh penuntut umum 
didakwa berdasarkan surat dakwaan subsidair sebagai berikut: 
Kesatu  
PRIMAIR 
Bahwa ia terdakwa RUSTAM DG. RATE BIN RAUF, pada hari Rabu 
Tanggal 08 bulan April tahun 2015, sekira pukul 19.00 WITA atau setidak-
tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2015, bertempat di Dusun Jonjo, 
Desa Jonjo Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa atau setidak-tidaknya pada 
suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan 
Negeri Sungguminasa, dengan sengaja menimbulkan kebakaran,ledakan 
atau banjir,menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain, perbuatan tersebut 
dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:  
Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 April 2015, terjadi 
pertengkaran antar terdakwa dengan istrinya yaitu saksi Irma Dg. Bulang 
dimana pada saat itu terdakwa sempat mengancam saksi Irma Dg. Bulang 
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dengan menggunakan badik dan mengatakan “tidak lama ada orang saksi 
panraki (rusaki)”, setelah cekcok kemudian saksi Irma Dg. Bulang pergi 
meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa melampiaskan kemarahannya 
kepada mertuanya, terdakwa masuk kedalam rumah saksi Irma Dg. Bulang 
kemudian mengunci pintu dari dalam dan terdakwa mematikan kilometer 
listrik, setelah itu terdakwa mengambil celana milik anak terdakwa lalu 
membakaranya dikompor gas didalam rumah, kemudian celana yang sudah 
terbakar tersebut terdakwa letakkan diatas kasur spring bed milik saksi Irma 
Dg. Bulang, seletah kasur spring bed tersebut terbakar, terdakwa keluar 
rumah, tidak lama kemudian terdakwa mendengar teriakan saksi Dg. Bau 
Binti Gesseng “NA BAKARKI RUMAHKU DG. RATE” sehingga terdakwa 
melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. Bahwa api yang 
membakar rumah saksi Irma Dg. Bulang merembet dengan cepat ke rumah 
saksi Dg. Bau Binti Gesseng yang merupakan ibu kandung saksi Irma 
Dg.Bulang dan membakar sebagian rumah saksi Dg. Bau Binti Gesseng. 
Bahwa rumah milik saksi Irma Dg. Bulang yang dibakar oleh terdakwa 
merupakan peninggalan dari suami terdahulu saksi Irma Dg. Bulang adalah 
rumah permanen dan berlantai keramik beratapkan seng dan bertentangga 
dengan rumah saksi Dg. Bau Binti Gesseng yang juga merupakan rumah 
permanen dan berlantai keramik beratapkan seng. Rumah saksi Irma Dg. 
Bulang berada di area pemukiman penduduk. Bahwa barang-barang serta 
perabotan didalam rumah saksi Irma Dg. Bulang yang dibakar oleh terdakwa 
ikut terbakar dan hangus sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Bahwa 
perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan bahaya bagi nyawa saksi Irma 
Dg. Bulang dan keluarga saksi Irma Dg. Bulang serta orang lain yang berada 
disekitar tempat kejadian saat rumah tersebut terbakar. Bahwa akibat 
perbuatan terdakwa, saksi Irma Dg. Bulang mengalami kerugian kurang lebih 
Rp.400.000,000,- (empat ratus juta rupiah) 




Bahwa ia terdakwa RUSTAM DG. RATE BIN RAUF, pada hari Rabu 
Tanggal 08 bulan April tahun 2015, sekira pukul 19.00 WITA atau setidak-
tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2015, bertempat di Dusun Jonjo, 
Desa Jonjo Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa atau setidak-tidaknya pada 
suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan 
Negeri Sungguminasa, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan 
atau banjir,menimbulkan bahaya umum bagi barang, perbuatan tersebut 
dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : 
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Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 April 2015, terjadi 
pertengkaran antar terdakwa dengan istrinya yaitu saksi Irma Dg. Bulang 
dimana pada saat itu terdakwa sempat mengancam saksi Irma Dg. Bulang 
dengan menggunakan badik dan mengatakan “tidak lama ada orang saksi 
panraki (rusaki)”, setelah cekcok kemudian saksi Irma Dg. Bulang pergi 
meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa melampiaskan kemarahannya 
kepada mertuanya, terdakwa masuk kedalam rumah saksi Irma Dg. Bulang 
kemudian mengunci pintu dari dalam dan terdakwa mematikan kilometer 
listrik, setelah itu terdakwa mengambil celana milik anak terdakwa lalu 
membakaranya dikompor gas didalam rumah, kemudian celana yang sudah 
terbakar tersebut terdakwa letakkan diatas kasur spring bed milik saksi Irma 
Dg. Bulang, seletah kasur spring bed tersebut terbakar, terdakwa keluar 
rumah, tidak lama kemudian terdakwa mendengar teriakan saksi Dg. Bau 
Binti Gesseng “NA BAKARKI RUMAHKU DG. RATE” sehingga terdakwa 
melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. Bahwa api yang 
membakar rumah saksi Irma Dg. Bulang merembet dengan cepat ke rumah 
saksi Dg. Bau Binti Gesseng yang merupakan ibu kandung saksi Irma 
Dg.Bulang dan membakar sebagian rumah saksi Dg. Bau Binti Gesseng.  
 
Bahwa rumah milik saksi Irma Dg. Bulang yang dibakar oleh terdakwa 
merupakan peninggalan dari suami terdahulu saksi Irma Dg. Bulang adalah 
rumah permanen dan berlantai keramik beratapkan seng dan bertentangga 
dengan rumah saksi Dg. Bau Binti Gesseng yang juga merupakan rumah 
permanen dan berlantai keramik beratapkan seng. Rumah saksi Irma Dg. 
Bulang berada di area pemukiman penduduk. 
 
 Bahwa barang-barang serta perabotan didalam rumah saksi Irma Dg. 
Bulang yang dibakar oleh terdakwa ikut terbakar dan hangus sehingga tidak 
dapat dipergunakan lagi. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan 
bahaya bagi rumah saksi Irma Dg. Bulang yang didalamnya mempunyai 
barang-barang atau perabotan terbakar dan mengakibatkan bahaya 
bagipemukiman penduduk disekitarnya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, 
saksi Irma Dg. Bulang mengalami kerugian kurang lebih Rp. 400.000.000,- 
(empat ratus juta rupiah). 
 
Perbuatan terdakwa didakwa melakukan suatu tindakan pidana 






Bahwa ia terdakwa RUSTAM DG. RATE BIN RAUF, pada hari Rabu 
Tanggal 08 bulan April tahun 2015, sekira pukul 19.00 WITA atau setidak-
tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2015, bertempat di Dusun Jonjo, 
Desa Jonjo Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa atau setidak-tidaknya pada 
suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan 
Negeri Sungguminasa, dengan sengaja dan melawan 
menghancurkan,merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau 
menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau seagian milik saksi 
Irma Dg. Bulang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara 
lain sebagai berikut: 
Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 April 2015, terjadi 
pertengkaran antar terdakwa dengan istrinya yaitu saksi Irma Dg. Bulang 
dimana pada saat itu terdakwa sempat mengancam saksi Irma Dg. Bulang 
dengan menggunakan badik dan mengatakan “tidak lama ada orang saksi 
panraki (rusaki)”, setelah cekcok kemudian saksi Irma Dg. Bulang pergi 
meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa melampiaskan kemarahannya 
kepada mertuanya, terdakwa masuk kedalam rumah saksi Irma Dg. Bulang 
kemudian mengunci pintu dari dalam dan terdakwa mematikan kilometer 
listrik, setelah itu terdakwa mengambil celana milik anak terdakwa lalu 
membakaranya dikompor gas didalam rumah, kemudian celana yang sudah 
terbakar tersebut terdakwa letakkan diatas kasur spring bed milik saksi Irma 
Dg. Bulang, seletah kasur spring bed tersebut terbakar, terdakwa keluar 
rumah, tidak lama kemudian terdakwa mendengar teriakan saksi Dg. Bau 
Binti Gesseng “NA BAKARKI RUMAHKU DG. RATE” sehingga terdakwa 
melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor.  
Bahwa api yang membakar rumah saksi Irma Dg. Bulang merembet 
dengan cepat ke rumah saksi Dg. Bau Binti Gesseng yang merupakan ibu 
kandung saksi Irma Dg.Bulang dan membakar sebagian rumah saksi Dg. 
Bau Binti Gesseng.  
Bahwa rumah milik saksi Irma Dg. Bulang yang dibakar oleh terdakwa 
merupakan peninggalan dari suami terdahulu saksi Irma Dg. Bulang adalah 
rumah permanen dan berlantai keramik beratapkan seng dan bertentangga 
dengan rumah saksi Dg. Bau Binti Gesseng yang juga merupakan rumah 
permanen dan berlantai keramik beratapkan seng. Rumah saksi Irma Dg. 
Bulang berada di area pemukiman penduduk.  
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Bahwa barang-barang serta perabotan didalam rumah saksi Irma Dg. 
Bulang yang dibakar oleh terdakwa ikut terbakar dan hangus sehingga tidak 
dapat dipergunakan lagi.  
Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan bahaya bagi nyawa 
saksi Irma Dg. Bulang dan keluarga saksi Irma Dg. Bulang serta orang lain 
yang berada disekitar tempat kejadian saat rumah tersebut terbakar. Bahwa 
akibat perbuatan terdakwa, saksi Irma Dg. Bulang mengalami kerugian 
kurang lebih Rp.400.000,000,- (empat ratus juta rupiah) 
Perbuatan terdakwa didakwa melakukan suatu tindakan pidana 
sebagaimana diatur dalam Pasal  406 Ke-1 KUHP 
 
3. Tuntutan Penuntut Umum 
Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis 
Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili 
perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa 
sebagai berikut : 
1. Menyatakan terdakwa RUSTAM DG RATE BIN RAUF, telah terbukti 
dengan sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana 
berdasarkan Pasal 187 ayat (2) KUHP. 
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 
dan dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 
oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana 
dijatuhkan. 
3. Menghukum pula terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 
2.000 ( dua ribu rupiah) 
4. Barang bukti : 
           - 1(satu)  rangka besi ranjang Spring Bed 






     4.     Amar Putusan 
 
            MENGADILI 
A. Menyatakan terdakwa RUSTAM DG RATE BIN RAUF, telah terbukti 
dengan sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana 
berdasarkan Pasal 187 ayat (2) KUHP. 
B. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 
dan dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 
oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana 
dijatuhkan. 
C. Menghukum pula terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 
2.000 ( dua ribu rupiah) 
D. Barang bukti : 
          - 1(satu)  rangka besi ranjang Spring Bed 
          - 1(satu) Kompor Gas Rinnai warna hitam 
E. Membebankan pula biaya perkara terdakwa sejumlah Rp. 2000,- (dua 
ribu rupiah) 
 
5.     Komentar Penulis 
Dalam hal penerapan hukum dalam kasus tindak pidana pembakaran 
yang mendatangkan bahaya bagi jiwa orang lain yang ditinjau dari kasus 
dengan putusan No. 158/Pid.B/2015/PN.Sgm. dapat kita lihat dari tuntutan 
penuntut umum bahwa terdakwa Rustam Dg. Rate Bin Rauf dengan sengaja 
menimbulkan pembakaran yang diatur dalam Pasal 187 ayat (2) KUHP. 
Unsur-unsur dalam tindak pidana tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya 
Adapun unsur-unsur dari Pasal 187 ayat (2) sebagai berikut : 
1. Barangsiapa 
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Tentang unsur barangsiapa ini dimaksud adalah mengacu 
kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, 
berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai 
sarana pencegah error in persona. 
Dalam perkara ini, subjek hukum yang diajukan dipersidangan 
sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah seseorang yang 
bernama terdakwa RUSTAM DG RATE BIN RAUF dan ternyata 
terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak keberatan bahwa 
identitas terdakwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum 
benar identitas dirinya, sehingga tidak terdapat kekeliruan atau error in 
persona. 
 
2. Dengan sengaja membakar 
Pasal 187 ayat (2) KUHP secara tegas menyebutkan kata 
“dengan sengaja” hal itu dimaksud bahwa terjadinya kebakaran dalam 
perkara ini benar-benar adalah sebagai tujuan dari terdakwa.  
Dari fakta yang terlihat di persidangan bahwa ternyata 
terdakwa dengan istrinya yaitu saksi Irma Dg. Bulang terjadi 
pertengkaran antar terdakwa dimana pada saat itu terdakwa sempat 
mengancam saksi Irma Dg. Bulang dengan menggunakan badik dan 
mengatakan “tidak lama ada orang saksi panraki (rusaki)”, setelah 
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cekcok kemudian saksi Irma Dg. Bulang pergi meninggalkan terdakwa, 
kemudian terdakwa melampiaskan kemarahannya kepada mertuanya, 
terdakwa masuk kedalam rumah saksi Irma Dg. Bulang kemudian 
mengunci pintu dari dalam dan terdakwa mematikan kilometer 
listrik,setelah itu terdakwa mengambil celana milik anak terdakwa lalu 
membakarnya dikompor gas didalam rumah, kemudian celana yang 
sudah terbakar tersebut terdakwa letakkan diatas kasur spring bed 
tersebut terbakar, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bahwa terdakwa bertujuan untuk membakar rumah tersebut. Dengan 
pertimbangan itulah maka unsur “dengan sengaja membakar” 
terpenuhi 
3. Dapat mendatangkan bahaya bagi jiwa orang lain 
 Unsur-unsur dapat mendatangkan bahaya bagi jiwa orang 
lain adalah akibat dari perbuatan dengan sengaja membakar yang 
harus dibuktikan. Yang dimaksud dengan “dapat mendatangkan 
bahaya bagi jiwa orang lain” 
Berdasarkan fakta yang ditemukan bahwa setelah terdakwa 
melakukan pembakaran sebagaimana telah dibuktikan di atas telah 
mengakibatkan rumah terbakar dan perbuatan terdakwa dapat 
membahayakan jiwa tetangga-tentangga maupun keluarga terdakwa. 
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B. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana 
Pembakaran yang mendatangkan bahaya bagi jiwa orang lain. 
1. Pertimbangan Hakim 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan 
selanjutnya dipertimbangkan ketentuan pidana yang ditentukan jaksa 
Penuntut Umum kepada terdakwa yang telah didakwa subsidair yaitu : Pasal 
187 ke-2 KUHP,Pasal 187 ke-1, atau Kedua Pasal 406 ayat (1) KUHP. 
Menimbang, bahwa karna terdakwa telah didakwa dengan dakwaan 
alternatif maka Hakim langsung mempertimbangkan ketentuan pidana yang 
berkaitan dengan fakta hukum yang ditemukan, dalam hal ini Majelis Hakim 
mempertimbangkan Pasal 187 (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan 
primair berbunyi : “barang siapa dengan sengaja membakar, menjadikan 
letusan atau kebanjiran dihukum penjara selama lamanya 15 (lima belas) 
tahun, jika perbuatan tersebut dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang 
lain. 
Menimbang, bahwa untuk dapat dihukum dengan ketentuan pidana ini 
maka perbuatan terdakwa sesuai dengan fakta yang telah diuraikan harus 
memenuhi unsur-unsur sebagai berikut 
1. Barang siapa 
2. Dengan sengaja membakar 
3. Dapat mendatangkan bahaya bagi jiwa orang lain 
 
1. Unsur barang siapa 
Tentang unsur barangsiapa ini dimaksud adalah mengacu 
kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, 
berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai 
sarana pencegah error in persona. 
Dalam perkara ini, subjek hukum yang diajukan dipersidangan 
sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah seseorang yang 
bernama terdakwa RUSTAM DG RATE BIN RAUF dan ternyata 
terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak keberatan bahwa 
identitas terdakwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum 
benar identitas dirinya, sehingga tidak terdapat kekeliruan atau error in 
persona. 
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2. Unsur dengan sengaja membakar 
Pasal 187 ayat (2) KUHP secara tegas menyebutkan kata 
“dengan sengaja” hal itu dimaksud bahwa terjadinya kebakaran dalam 
perkara ini benar-benar adalah sebagai tujuan dari terdakwa. 
Dari fakta yang terlihat di persidangan bahwa ternyata terdakwa 
dengan istrinya yaitu saksi Irma Dg. Bulang terjadi pertengkaran antar 
terdakwa dimana pada saat itu terdakwa sempat mengancam saksi 
Irma Dg. Bulang dengan menggunakan badik dan mengatakan “tidak 
lama ada orang saksi panraki (rusaki)”, setelah cekcok kemudian saksi 
Irma Dg. Bulang pergi meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa 
melampiaskan kemarahannya kepada mertuanya, terdakwa masuk 
kedalam rumah saksi Irma Dg. Bulang kemudian mengunci pintu dari 
dalam dan terdakwa mematikan kilometer listrik,setelah itu terdakwa 
mengambil celana milik anak terdakwa lalu membakarnya dikompor 
gas didalam rumah, kemudian celana yang sudah terbakar tersebut 
terdakwa letakkan diatas kasur spring bed tersebut terbakar, maka 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bertujuan 
untuk membakar rumah tersebut. Dengan pertimbangan itulah maka 
unsur “dengan sengaja membakar” terpenuhi 
3. Dapat mendatangkan bahaya bagi jiwa orang lain 
Unsur-unsur dapat mendatangkan bahaya bagi jiwa orang lain 
adalah akibat dari perbuatan dengan sengaja membakar yang harus 
dibuktikan. Yang dimaksud dengan “dapat mendatangkan bahaya bagi 
jiwa orang lain” 
Berdasarkan fakta yang ditemukan bahwa setelah terdakwa 
melakukan pembakaran sebagaimana telah dibuktikan di atas telah 
mengakibatkan rumah terbakar dan perbuatan terdakwa dapat 
membahayakan jiwa tetangga-tentangga maupun keluarga terdakwa. 
Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dakwaan kesatu primair 
telah terbukti menurut hukum maka pasal-pasal dakwaan lainnya tidak akan 
dipertimbangkan lagi dan majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah 
terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“kebakaran yang dapat mendatangkan bahaya bagi jiwa orang lain ” telah 
terbukti secara sah 
Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan fakta yang telah 
diuraikan diatas maka terdakwa telah mewujudkan peristiwa pidana Pasal 
187 ayat (2), sementara peran terdakwa dalam peristiwa pidana Pasal 187 
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ayat (2) tersebut adalah sebagai orang yang melakukan karena semua unsur 
ketentuan pidana Pasal 187 ayat (2) KUHP dilakukan oleh terdakwa 
sebagaimana telah dibuktikan. 
Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka seluruh unsur 
Pasal 187 ayat (2)  KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang 
mendatangkan bahaya bagi jiwa orang lain”. 
Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti 
bersalah melakukan tindakan pidana pada dakwaan kesatu primar, maka 
dakwaan-dakwaan yang lain tidak perlu dibuktikan 
Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka 
seluruh dalil pembelaan terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukum 
terdakwa harus ditolak. 
Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan 
karena selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar 
yang mengecualikan terdakwa dari tanggung jawaban pidana maka terdakwa 
harus dijatuhi hukuman. 
Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terdakwa telah 
ditahan, maka lamanya menjalani masa penahanan harus dikurangkan 
seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan. 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan 
terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar 
terdakwa tetap berada dalam tahanan. 
Menimbang, bahwa tentang barang bukti, 1(satu) rangka besi ranjang 
spring bed dan 1(satu) kompor gas rinnai warna 
Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan 
dihukum, maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara. 
Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan 
dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan 
terdakwa 
 
Hal-hal yang memberatkan : 
-  Perbuatan terdakwa membakar rumah tempat berteduh istri,anak dan 
mertuanya mengakibatkan keluarganya kehilangan tempat tinggal 
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- Terdakwa tidak memberikan ganti rugi atas kehilangan yang diderita oleh 
istrinya yaitu saksi Irma dan anak-anaknya 
- Selama persidangan terdakwa tidak menunjukkan sikap bahwa terdakwa 
menyesali perbuatannya 
- Terdakwa pernah dihukum pidana sebelumnya 
 
Hal-hal yang meringankan : 
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga 
Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas serta 
mengingat tujuan pemidanaan maka putusan dibawah ini telah memenuhi 
rasa keadilan 
Memperhatiakan Pasal 187 ayat (2) KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 
tentang KUHAP, serta ketentuan yang berkaitan dengan penyelesaian 
perkara. 
 
2.  Komentar Penulis 
Putusan hakim merupakan pernyataan Hakim sebagai pejabat negara 
yang diberi wewenang untuk itu berupa putusan penjatuhan pidana jika 
perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam 
upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, Hakim harus 
mempunyai pertimbangan yuridis terdiri yang terdiri dari dakwaan Penuntut 
Umum, keterangan terdakwa , keterangan saksi, barang-barang bukti, dan 
Pasal-Pasal perbuatan hukum pidana. Adapula pertimbangan non yuridis 
yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan serta 
kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan. 
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     Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh Hakim dalam menentukan 
putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Dikarenakan putusan yang 
akan dijatuhkan kepada terdakwa haruslah didasari dengan rasa tanggung 
jawab, keadilan, kebijaksanaan dan profesionalisme dari seorang Hakim. 
  Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku 
dalam perkara ini sudah benar didasarkan pada pertimbangan yuridis. 
Namun penulis berpendapat bahwa penjatuhan sanksi oleh Hakim lebih 
didasarkan pada fakta-fakta persidangan, alat bukti yang sah, dakwaan 
penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan Pasal-pasal 
dalam hukum pidana. Hukuman yang dijatuhkan berupa pidana penjara 
selama 6 (enam) tahun kepada terdakwa sudah cukup untuk menimbulkan 
efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. 
Hakim juga mempunyai kebebasan dan kekuasaan dalam menjatuhkan 
hukuman bagi seorang terdakwa yakni berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut 
Umum bahkan lebih dari apa yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum 
sendiri. Tetapi walaupun demikian, Hakim dalam menjatuhkan putusan harus 
benar-benar mempertimbangkan segala aspek termasuk bahwa pemidanaan 
itu mempunyai efek psikologi (efek jera bagi para pelakunya). 
Dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Januari 2016 pukul 
12.00 WITA dengan anggota Majelis Hakim Amran S. Herman, SH. 
mengatakan bahwa terdakwa dikenakan Pasal 187 ayat 2 KUHP karena 
dilihat dari unsur Pasal tersebut Barang siapa dengan sengaja membakar, 
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menjadikan letusan atau mengakibatkan kebanjiran,dihukum penjara selama-
lamanya lima belas tahun, jika perbuatannya dapat mendatangkan bahaya 
maut bagi orang lain. Dilihat dari fakta persidangan terdakwa mengancam 
istri dan mertuanya dari ancaman itu terdakwa mau membakar akhirnya 
terdakwa membakar rumah. Unsurnya disini dengan sengaja, ada upaya 
terdakwa melakukan sesuatu dengan niat yang sadar yaitu membakar 
sehingga salah satu dari ancaman itu terdakwa mau membunuh dan 
membakar. Terdakwa berharap membakar rumah bisa menimbulkan 
kematian bagi korban, tetapi korban tidak mati karena korban melarikan diri 
kerumah keluarganya. Akhirnya terjadi kebakaran saja. disini unsur 
menimbulkan bahaya bagi jiwa orang lain. 
Dengan demikian, proses pengambilan keputusan dalam Putusan Nomor 
158/Pid.B/2015/PN.Sgm yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut penulis 



















Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang 
telah di uraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Berdasarkan analisis tentang penerapan hukum pada putusan majelis 
hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa nomor perkara 
158/Pid.B/2015/PN.Sgm yang menyatakan bahwa terdakwa RUSTAM 
DG RATE BIN RAUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana pembakaran yang mendatangkan 
bahaya bagi jiwa orang lain yang diatur pada Pasal 187 ayat (2) 
KUHP, sesuai fakta-fakta persidangan dan alat bukti yang diajukan 
Jaksa Penuntut Umum berupa keterangan saksi dan keterangan 
terdakwa. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 6 (enam) tahun 
kepada terdakwa sesuai dengan dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.  
2. Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dinilai dalam pertimbangan-
pertimbangan telah sesuai menurut aturan-aturan terkait dalam 
menjatuhkan putusan pada tindak pidana menimbulkan pembakaran 
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yang mendatangkan bahaya bagi jiwa orang lain, baik dari proses 
pembuktian Jaksa Penuntut Umum. Yang menjadi pertimbangan 
hakim diantaranya fakta-fakta persidangan dan fakta yuridis, serta 
melihat hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. 
B. Saran 
           Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan 
penulisan skripsi ini adalah : 
1. Penulis mengharapkan kepada segenap aparat penegak hukum 
khususnya majelis hakim, agar setiap pelaku kejahatan (khususnya 
tindak pidana menimbulkan Pembakaran yang mendatangkan bahaya 
bagi jiwa orang lain) sekiranya ditindak dengan tegas dan tetap 
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk 
dapat memberi efek jera kepada para pelaku. Dan dengan pemberian 
sanksi pidana yang tegas diharapkan dapat memberikan efek 
pencegahan dalam masyarakat dan membuat masyarakat untuk lebih 
taat hukum. 
2. Selain tentang pemberian sanksi yang tegas, penulis juga berharap 
dalam setiap menjatuhkan putusan agar sekiranya majelis hakim juga 
lebih memperhatikan hal-hal yang dapat memberatkan dan 
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